
 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK 
 

NOMOR   13  TAHUN  2010 
 

TENTANG  

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 
 KABUPATEN PONTIANAK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PONTIANAK, 

 
Menimbang  : a. bahwa aset daerah merupakan harta kekayaan yang dimiliki dan 

dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik barang bergerak 
maupun tidak bergerak yang pengelolaan dan pemanfaatannya 
dilaksanakan dengan  sebaik-baiknya guna kepentingan 
Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Pontianak; 

 
b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2000 
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu 
disesuaikan; 

  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana  dimaksud  

dalam  huruf a dan huruf b,  perlu membentuk  Peraturan 
Daerah Kabupaten Pontianak tentang Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah. 

 
Mengingat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

 
3. Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan  

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan   Keuangan  Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negeri Republik Indonesia Nomor 4069); 

 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pontianak Tahun 2008 Nomor 1);   

 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 17 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Pontianak Tahun 2008 Nomor 17).                                       

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK 

dan 

BUPATI PONTIANAK 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan:    PERATURAN  DAERAH  TENTANG  RETRIBUSI  PEMAKAIAN 
                         KEKAYAAN DAERAH 
                         
  

BAB   I 
KETENTUAN  UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam  Peraturan Daerah  ini yang dimaksud  dengan : 
 
1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pontianak dan perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
 



 

3. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

 
4. Bupati  adalah Bupati Pontianak. 
 
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku. 
 
6. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau 

tenaga ahli  yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang tugas, wewenang dan 
tanggungjawabnya untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah. 

 
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, 
Koperasi, Lembaga Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisai 
Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk 
usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya. 

 
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 

pungutan  
daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang  
dimiliki dan atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan  
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

 
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang 
pribadi atau badan. 

 
10. Jasa Usaha adalah  jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut 

prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor 
swasta. 

 
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan  Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, 
termasuk  pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. 

 
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 

bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 
Daerah yang bersangkutan. 

 
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat 

ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang 
terutang. 

 
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah bukti 

pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

 
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, 

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang 
atau seharusnya tidak terutang. 

 
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk 

melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda. 

 
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah,  Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau 
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 
Retribusi. 

    



 

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan 
retribusi daerah. 

 
19. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan 

yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Penyidik, 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

 
BAB II 

RETRIBUSI 
 

Bagian Pertama 
Nama, Objek dan Subjek Retribusi 

 

Pasal 2 
 

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,  dipungut Retribusi atas 
pemakaian kekayaan milik Daerah. 

 
 

Pasal 3 
 

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian hak pemakaian 
kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi : 
a. pemakaian tanah; 
b. pemakaian bangunan; 
c. pemakaian ruang untuk pesta atau pertemuan legal; 
d. pemakaian kendaraan dan/atau alat berat milik daerah; dan 
e. pemakaian kekayaan lainnya.  

 
(2)    Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah 
tersebut. 

 
Pasal 4 
 

(1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang dan/atau badan yang 
menggunakan/menikmati kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 
untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
(2) Dikecualikan dari subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah  

Pemerintah  Daerah. 
 
 

Bagian Kedua 
Golongan Retribusi 

 
Pasal 5 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan pada jenis Retribusi Jasa Usaha.  
 

 
BAB  III 

CARA  MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 
 

Pasal 6 
 

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekwensi pemakaian kekayaan Daerah, 
jenis kekayaan Daerah, serta jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah. 



 

 

BAB  IV 
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARANNYA TARIF 

 

Pasal 7 
                                                            

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditentukan pada tujuan untuk 
memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh 
pengusaha sejenis yang dilakukan  secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 
 
 

BAB  V 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 
Pasal 8 

 

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan besarnya 
kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian. 

 
(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah 

atau sekitarnya. 

(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan dan/atau diperoleh, tarif ditetapkan 
sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah 
unsur-unsur tarif meliputi : 

 
a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan 
b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa. 
 

(4) Unsur biaya persatuan penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
meliputi : 

 
a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai 

tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, 
biaya listrik dan semua biaya rutin dan/atau periodik lainnya yang berkaitan 
langsung dengan penyediaan jasa; 

 
b. biaya tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang 

mendukung penyediaan jasa; 
  

c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya 
yang berjangka menengah dan panjang, meliputi angsuran dan bunga pinjaman, 
nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset; 

d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga 
atas pinjaman jangka pendek. 

 
(5) Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf b, ditetapkan persentase tertentu dari total biaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan dari modal. 

 
(6) Struktur dan besarnya  tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) 

dan ayat (4) ditetapkan sebagai berikut: 
  

a. Gedung dan perlengkapan        
 

No Jenis Barang Kapasitas 
Besarnya Biaya Sewa/Sekali 

Pakai/Hari/Bulan/Thn/M3 
Keterangan 

1 2 3 4 5 
  1. Mess Chandramidi 

a. Aula 
 
 
 
 
 
 

 
Besar 

 
 
 

Kecil 
 
 

   
 Rp  1.000.000 / hari 
 
 
 
 Rp     500.000 / hari 
 
 

 
Dilengkapi 100 bh 
kursi tidak termasuk 
biaya kebersihan, 
soundsystem, petugas 
kebersihan dan BBM 
genset 
 


